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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Manajemen Pembinaan

Manajemen dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan terutama yang menyangkut manajemen sumber-sumber Pembinaan Sumber Daya Manusia dapat dilaksankan dengan benar apabila kriteria penunjang manjemen terpenuhi. Manjemen sendiri diartikan sebagai suatu cara untuk mengatur agar sesuatu yang kita inginkan dapat tercapai sesuai kehendak, peran manajemen dalam aktifitas dapat disimpulkan sebagai langkah awal menuju sasaran. Seiring yang dikemukan oleh George R. Terry menyebutkan bahwa manajemen adalah:
“Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemangfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”(Hasibuan, 1996:2).

Manajemen sendiri diperlukan dalam hal pelaksanaan pemerintahan, oleh sebab itu manajemen dapat diartikan sebagai seni dalam melaksanakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian guna untuk mencapai sasaran. “Melakukan usaha-usaha untuk memangfaatkan hasil yang didapat supaya lebih berdaya-guna dan berhasil-guna untuk mencapai tujuan” (Musanef, 1996:24). Sesuai dengan fungsi manajemen yang berintikan proses untuk mengatur, maka diketahui beberapa pertanyaan. Apa yang diatur, yaitu unsur-unsur manajemen itu sendiri yaitu Man, Money, Methods, Material, Machines, and Market.
2.1.1
Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam pembinaan diperlukan suatu pola manajemen yang baik, terutama kriteria manajemen tersebut    terpenuhi sehingga tujuan tercapai. Man yang artinya manusia disini yang    berarti tenaga manusia baik tenaga pimpinan maupun tenaga kerja          oprasional di dalam tubuh lembaga pemerintahan dapat menjalankan peran dan fungsi manajemen tersendiri.
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah “Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenga kerja, agar efektif dan efisien      membantu terwujudnya tujuan” (Hasibuan, 1996:22). Hal-hal pokok yang  terdapat dalam MSDM ini adalah”perencanaan (human resources           planning), pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan,         dan pemberhentian karyawan” (Hasibuan,1996:22). Sumber daya manusia merupakan tenaga dalam pengelolaan setiap tujuan yang hendak dicapai,      begitu pula dalam hal pembinaan MSDM. Seorang pemimpin maupun     karyawan harus memahami sumber daya yang tinggi agar kehendaknya      tercapai
2.1.2
Manajemen Pengelolan Biaya
Manajemen permbiayaan, pembahasannya lebih menitik beratkan         pada: “Bagaimana menarik biaya yang cost of money-nya relative rendah dan bagaimana memangfaatkan biaya (uang) supaya lebih berdaya guna dan     berhasil guna mencapai tujuan “ (Hasibuan,1996:22). Tegasnya baimana mengelola/mengatur dana/uang, supaya mendapatkan keuntungan yang wajar/sepantasnya. Manajemen pengelolaan biaya MSDM untuk meningkatkan usaha aparatur sebagai modal penggalian atau pengelolaan potensi aparatur dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah atau bahkan Undang-Undang.
2.1.3
Metode Pembinaan
Manajemen pembinaan adalah: “cara/sistem yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan”  (Hasibuan,1996:22). Manajemen itu sendiri berjalan sesuai dari perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, terutama dalam hal pengelolaaan potensi sumber SDM sehingga hasilnya dapat dicapai. Manajemen pembinaan sendiri tidak lepas dari peranan sebagai fungsi manajemen. Dari fungsi manajemen itu sendiri akan mengarahkan fokus dari tujuan yang diinginkan. “Metode  pembinaan  didasarkan  pada  disiplin,  kerja keras, kesatuan kerja, dan inisiatif pembinaan dalam mencapai tujuan”             (Hasibuan, 1996:22).
2.1.4
Manajemen Fasilitas Pembinaan

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam sistem pembinaannya dibutuhkan suatu fasilitas, dalam pembinaan sumber-sumber daya manusia dari potensi sumber daya MSDM yang dimiliki Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, maka memerlukan unsur manajemen yang baik. Unsur manajemen satu sama lain memiliki kaitan dalam pembinaan potensi sumber MSDM agar dalam pembinaannya mencapai tujuan yang diinginkan dan tercapai. “Materials yaitu sebagai bahan-bahan yang terkandung dalam sumber potensi yang membutuhkan pengelolaan sehingga menghasilkan suatu barang atau jasa”(Hasibuan,1996:23).
2.1.5
Manajemen Produksi Alat Pembinaan 

Manajemen  dalam  pembinaan  sumber  MSDM  memerlukan      sejumlah  alat  penunjang  yang menepatkan hasil dari potensi MSDM suatu dinas. Dari alat yang di miliki memungkinkan pemerintah daerah untuk dapat membina   sumber-sumber   SDMnya   sendiri. Sejalan  dengan  pendapat   Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya MANAJEMEN  Dasar,  Pengertian  Dan Masalah  menjelaskan  bahwa  manajemen  produksi/alat  adalah:  “penentuan/ penggunaan mesin-mesin atau alat-alat, lay out dalam mengelola suatu tujuan dengan cara untuk memproduksi barang/jasa supaya barang yang dihasilkan kualitasnya relative baik untuk di keluarkan” (Hasibuan,1996:23). Machines yang artinya sebagai alat produksi untuk pengelolaan sumber MSDM yang akan dibina dan dihasilkan dengan pengelolaan yang rapi dapat menunjang prioritas dinas dalam produksinya.
2.1.6
Manajemen Pengelolaan Promosi
Manajemen pengelolaan sumber MSDM memerlukan suatu cara promosi sehingga sumber yang dimiliki dinas dapat dipromosikan sesuai dengan pendapat Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya MANAJEMEN  Dasar,  Pengertian  Dan Masalah mengatakan bahwa manajemen promosi adalah: “tata cara penjualan barang, jasa, pendistribusian, promosi produksi sehingga konsumen merasa tertarik untuk mengkonsumsinya” (Hasibuan,1996:23). Market yanga artinya sebagai pasar dalam menjual hasil dari pengelolaan sumber MSDM dapat dilakukan dengan baik sehingga barang dan jasa yang dapat tersalurkan dengan  seoptimal mungkin dan dengan mendapat keuntungan yang wajar.
2.2
Persiapan  E-Government 

Setiap komunitas masyarakat dalam sebuah Negara atau daerah pasti memiliki kondisi dan kebutuhan yang unik. Kesiapan tidaknya untuk menerapkan konsep E-Government sangat berpengaruh pada dua hal utama, yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada jenis atau model E-Government yang akan diterapkan, yaitu :

· Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di Negara atau daerah terkait; dan

· Ketersediaan sumber daya yang terdapat pada seluruh masyarakat dan pemerintah tersebut.

Masalah kesiapan untuk menerapkan prinsip-prinsip E-Government bukanlah masalah pemerintah saja, tetapi adalah masyalah bersama seluruh komunitas di dalam domain pemerintah yang dimaksud, yaitu masyarakat, para pelaku bisnis, komunitas organisasi, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Indrajit dalam bukunya yang berjudul E-Government In Action yaitu :
“tanda-tanda  kesiapan biasanya berasal dari terdapatnya pemimpin atau Leader dari pemerintahan yang memperlihatkan Politikal Will untuk mempromosikan pengimplementasian E-Government” (Indrajit, 2005:8).
Pemimpin tidak saja hanya harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus pula menjadi motivator ulung di dalam fase implementasi (action), serta untuk ke arah penerapan E-Government adanya suatu “kebijakan” atau nuasa keinginan dan kesepakatan dari kalangan pemerintah stakeholder untuk saliang membagi dan tukar-menukar informasi dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan sehari-hari. Bila dilihat sekilas nampak sederhana, namun pada tingkat oprasional tidak semudah yang dibanyangkan.
Selain sejumlah persyaratan diatas, maka paling tidak ada harus ada prasyarat yang harus dipenuhi. Dengan paling tidak telah terpenuhinya dua persyaratan diatas oleh sebuah komunitas yang telah bersiap diri untuk mengimplementasikan konsep E-Government.
2.2.1
Sumber-sumber E-Government 
Fenomene dari penyelenggaraan otonomi daerah berdampak sangat besar, terutama dalam manajemen pengelolaan sumber-sumber daya manusia di daerah terutama di dinas untuk lebih baik guna menunjang pelasanaan pembangunan yang merata. Sumber-sumber Daya Manusia yang merupakan bagian dari terselenggaranya otonomi daerah (OTDA), yang dimana memerankan peranan penting selain Sumber Daya Alam (SDM) karena agar terselenggaranya otonomi daerah yang baik maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang sangat berpotensi.

Kemajuan daerah sekarang ini tidaklah tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Melainkan sebagian wewenangnya diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Tetapi bukan berarti pemerintah pusat tidak lagi mengambil control, hanya yang menyangkut mengenai kehidupan orang banyak.
Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Otonomi Daerah (OTDA) Nomor 32 Tahun 2004, yang dimana berisikan:
“Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah (kabupaten/kota) secara proporsional, memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta potensi keanekaragaman daerah. Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah akan sangat ditentukan oleh kesiapan daerah sendiri untuk memperdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia di daerah”(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)

Semenjak diberlakukanya OTDA tersebut maka pemerintah daerah diharuskan untuk dapat memangfaatkan setiap sumber daya yang tersedia. Serta pemerintah daerah diharuskan untuk mengerti perkembangan pemerintahan di dunia, yang dimana mereka telah terlebih dahulu menerapkan sistem yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi.
Penggunaan teknologi dalam lembaga pemerintahan  yang mana lebih dikenal dengan E-Government (Elektronik Government), yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas meningkat. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Douglas Holmes yang di kutip oleh Indrajit dalam bukunya yang berjudul Electronik Government menyatakan:
“E-gov is the use of information tecnology, in particular the internet, to deliver public services in a much more convenient, customer-oriented, cost-evectives, and altogether different and better way. E-gov adalah penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, untuk menyampaikan jabatan dalam pemerintahan di (dalam) suatu jauh lebih bepcaya diri, berorientasi pelanggan, hemat biaya, dan sama sekali semuanya berbeda dan dengan cara yang lebih baik”(indrajit,2003:13)
Ada sejumlah faktor yang penentu yang patut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan E-Government seperti yang diutarakan oleh Indrajit dalam bukunya yang berjudul E-Government In Action, yaitu :

· “Infrastruktur Telekomunikasi-Dalam pelaksanaannya, perangkat keras seperti computer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat penting dalam penerapan E-Government. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan E-Government yang telah disepakati.
· Tingkat Konektifitas dan Penggunaan IT oleh Pemerintah-Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memangfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan tampak sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep E-Government. 

· Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah-Yang akan menjadi “pemain utama” atau subyek di dalam inisiatif E-Government pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi kemampuan penerapan E-Government.
· Ketersediaan Dana dan Anggaran-Sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif E-Government yang akan diterapkan, hal itu membutuhkan sejumlah sumber daya financial untuk membiayainya.

· Perangkat Hukum-Karena konsep E-Government sangat terkait dengan usaha penciptaan dan pendistribusiaan data/informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual, misalnya, akan merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku.

· Perubahan Paradigma-Pada hakikatnya penerapan E-Government merupakan suatu proyek change management yang membutuhkan adanya keinginan untuk mengubah paradigma dan cara berfikir, cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari”.

(Indrajit, 2005:8).

Berdasarkan teori E-Government diatas maka untuk melaksanakannya di tatana pemerintah daerah Jawa Barat maka dibuatlah sebuah sistem yang dimana untuk mempermudah dan mengefisiensikan sistem infromasi mengenai pegawai. Yang lebih dikenal dengan nama Sistem Informasi Manajemen Kepegawai (SIMPEG), yang berfungsi untuk mempermudah dalam mendapat informasi dan cepat dalam perubahan data. 

Sesuai dengan keputusan Kepmendagri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Infromasi Manajemen Kepegaiwaian (SIMPEG) depdagri dan pemerintah daerah. SIMPEG  Provinsi Jawa Barat saat ini telah tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dari apa yang telah ditetapkan yaitu, menghasilkan aplikasi yang terintegrasi dan perubahan sistem berbasis web. 
2.3
Implementasi SIMPEG  

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan suatu bagian dari perubahan tatanan pemerintahan yang dimana telah ditetapkan yaitu, menghasilkan aplikasi yang terintegrasi dan perubahan sistem berbasis web. Yang merupaka suatu bagian dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), seperti yang diutarakan oleh M. Khoirul Anwar dan Asianti Oetojo. S. mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah, SIMDA adalah:
“SIMDA adalah sistem manajemen informasi pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) yang mendukung kebutuhan informasi bagi penyelenggaraan fungsi utama dan penunjang bagi pemerintah daerah yang terintegrasi dengan baik”(Khoirul Anwar dan Oetjo. S. 2004:112)
Seperti penjelasan dari teori diatas SIMPEG adalah suatu sistem yang dibuat khusus untuk bagian kepegawaian yang dimana untuk mempermudah untuk memasukan data mengenai pegawai pemerintah. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan tatanan pemerintahan, yang dimana mempermudah dalam mencari, mendapat dan memperbaiki informasi yang ada. Serta mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengambilan keputusan.
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